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ABSTRAK 

 

Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan upah minimum kota adalah 

salah satu kewenangan dari pemerintah dengan fungsi yang diperankan oleh Dinas 

Ketenagakerjaan melalui para Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan. Pengawasan 

tersebut dilakukan berdasarkan undang-undang nomor 3 Tahun 1951 tentang 

Pengawasan Perburuhan yang selanjutnya didukung dengan Peraturan Menteri 

Tenaga Kerja No. Per.03/MEN/1984 tentang Pengawasan Ketenagaan Terpadu 

dan tercantum dalam peraturan presiden no 21 tahun 2010 tentang pengawasan 

ketenagakerjaan dan undang undang nomor 13 tahun 2003 tentang 

ketenagakerjaan, yang didalamnya  memberikan hak dan tanggung jawab kepada 

setiap pegawai pengawas untuk melakukan pengawasan.  

Berdasarkan latar belakang di atas penulis merumuskan masalah dalam 

penelitian ini sebagai berikut, Bagaimana peranan  pegawai Pengawas 

ketenagakerjaan dalam pengawasan  upah minimum kota di  kota pekanbaru 

berdasarkan Peraturan Presiden No 21 Tahun 2010 Tentang Pengawasan  

Ketenagakerjaan, Apakah faktor pendukung dan penghambat didalam 

melaksanakan tugas sebagai pegawai pengawas ketenagakerjaan di kota 

Pekanbaru. 

Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang di 

lakukan langsung ke lapangan dengan melakukan observasi atau pengamatan dan 

di lanjutkan dengan wawancara langsung di kantor dinas tenagakerja kota 

pekanbaru. 

Sedangkan metode penelitian ini deskriptif kualitatif, yaitu setelah semua 

sumber data berhasil penulis kumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci 

dan sistematis sehingga dapat menggambarkan secara utuh dan dapat di pahami 

secara jelas kesimpulan akhirnya.  

Peran pegawai pengawas ketenagakerjaan yaitu Mengawasi berlakunya 

Undang-undang dan peraturan-peraturan ketenagakerjaan yaitu melakukan 

pengawasan atas pelaksanaan upah minimum kota di kota pekanbaru. 

Faktor pendukung dan penghambat dalam menjalankan tugas sebagai 

pegawai pengawas ketenagakerjaan adalah : faktor pendukung, pegawai pengawas  

yang memiliki hak independen yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja yang 

telah di berikan pendidikan atau dilatih selama 6 (enam) bulan untuk melakukan 

fungsi pengawasan penerapan Upah Minimum yang telah ditetapkan pemerintah, 

dengan di berikanya pendidikan atau dilatih selama 6 (enam) bulan pegawai 

pengawas ketenagakerjaan tentunya sudah di bekali kemahiran, keahlian dan 

kemampuan yang baik dalm melakukan pengawasan. Faktor penghambat, 

keterbatasan jumlah personil pengawas dan kurangnya dukungan oleh sarana dan 

prasarana pengawasan. 
 


